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Abstract: Business actors need information regarding the implications of the latest laws and 

regulations for their business activities. Many companies have carried out corporate action 

activities during the Covid-19 pandemic. This corporate action requires approval from creditors, 

especially bank financial institutions. Bank leaders need knowledge of regulations and the 

implications of each regulation on decisions to be taken. This training provides information on 

new regulations, including the Job Creation Law, Information and Electronic Transaction Law, 

and the proposed Personal Data Protection (PDP Law. The training is conducted using the 

webinar method in order to reach bank leaders throughout Indonesia. The results of this webinar 

have enriched the knowledge of bank leaders regarding the laws and regulations, especially their 

implications for the banking business. 
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Abstrak: Pelaku usaha memerlukan informasi mengenai implikasi peraturan perundang-

undangan terbaru terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Banyak perusahaan telah 

melakukan kegiatan aksi korporasi selama pandemi Covid-19. Aksi korporasi ini memerlukan 

persetujuan dari pada kreditor, khususnya lembaga keuangan bank. Para pimpinan bank 

memerlukan pengetahuan mengenai peraturan dan implikasi setiap peraturan terhadap 

keputusan yang akan diambil. Pelatihan ini memberikan informasi mengenai peraturan yang 

baru, di antaranya UU CK, UU ITE, dan rencana UU PDP. Pelatihan dilakukan dengan metode 

webinar agar dapat menjangkau para pimpinan bank yang berada di seluruh Indonesia. Hasil 

webinar ini telah memperkaya pengetahuan para pimpinan bank terhadap peraturan perundang-

undangan terutama implikasinya terhadap bisnis perbankan. 

 

Kata Kunci: aksi korporasi; hukum bisnis; perbankan. 
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PENDAHULUAN 

 

 Aksi korporasi merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh direksi 

perusahaan yang akan berdampak 

terhadap kinerja perusahaan, nilai 

saham, harga saham dan kepemilikan 

pemegang saham  (Oke Finance, 2021). 

Seluruh pemegang saham termasuk para 

stakeholders perlu memperoleh 

informasi mengenai aksi korporasi yang 

akan dilakukan (Syafierra, Suryandono, 

& Latumeten, 2020). Pada tahun 2021, 

banyak terjadi aksi korporasi akuisisi 

bank oleh investor global sejalan dengan 

digitalisasi (Rahajeng, 2021). 

 Pada tahun 2022, aksi korporasi 

akan tetap berlanjut, terutama terkait 

dengan penawaran umum perdana 

(initial public offering/IPO). Selain 

penawaran umum, aksi korporasi 

pemecahan saham dan penambahan 

modal atau penerbitan saham baru (right 

issue) akan mewarnai aksi korpoasi 

(Dwi, 2022). Aksi korporasi di industri 

perbankan juga akan tetap banyak 

dilakukan seperti akuisisi dan penerbitan 

saham baru (Dewantara & Firmansyah, 

2022). Hingga December 2021, telah 

ada 41 aksi korporasi berupa penerbitan 

saham baru dengan total dana Rp. 

177,66 Trilliun (Santi, 2022). Aksi 

korporasi merupakan salah satu strategi 

dalam pengembangan perusahaan. 

Penggabungan dan pengambilalihan 

merupakan salah aksi korporasi yang 

sering dilakukan (Johan, 2011). 

 Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan wawasan aksi korporasi 

kepada para pimpinan cabang dan 

wilayah Bank Sinarmas. Para pimpinan 

bank memerlukan pengetahuan 

mengenai aksi korporasi terkait dengan 

posisi bank Sinasmas sebagai kreditur. 

Pelatihan ini akan memberikan 

penjelasan mengenai landasan hukum 

yang harus dipenuhi atas aksi korporasi 

yang dilakukan. Dengan pengetahuan 

ini, para pimpinan cabang dan wilayah 

akan mampu memberikan saran dan 

pengetahuan kepada para nasabah yang 

akan atau telah melakukan aksi 

korporasi. 

 Korporasi merupakan salah satu 

pendukung pertumbuhan ekonomi 

sebuah negara (Prasetyo & Subakdi, 

2021). Aksi korpoasi perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap harga 

saham perusahaan terbuka (Saputra, 

Veny, & Mayangsari, 2019). Namun, 

aksi korporasi stock split tidak memiliki 

pengaruh terhadap return saham 

(Sululing, Rasyid, & Indrijawati, 2022). 

Aksi korporasi menimbulan reaksi 

positif oleh investor (Cahyadi, Angelica, 

& Juniarti, 2021). 

 Hukuman terhadap korporasi, 

baik subjek hukum dalam bentuk 

korporasi maupun dalam bentuk 

manusia memiliki beberapa kendala 

(Firmansyah, Jadda, & Anggara, 2021). 

Baik KUHP maupun KUHAP tidak 

mengatur metode hukuman perusahaan 

secara tegas (Winarso & Jaya, 2020). 

Aksi korporasi juga menjadi 

tanggungjawab semua lapisan 

organisasi, tidak hanya tanggungjawab 

direksi dan korporasi. Hal ini didasarkan 

pada teori tanggungjawab berjenjang 

(Cascade Liability Theory) (Agustina, 

Prasetyo, & Subakdi, 2018).

 Penggabungan atau merger 

bank-bank syari’ah mengakibatkan 

pengalihan terhadap semua hak dan 

kewajiban (Siregar, 2020). Sebagai 

konskuensi hukum, akad-akad 

perjanjian dan perjanjian jaminan ikut 

beralih (Chalid & Wiryaningsih, 2022). 

Aksi korporasi, transaksi 

pengambilalihan atau penggabungan 

memiliki kewajiban pelaporan kepada 

komisi pemantau persaingan usaha 
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(KPPU) (Almanda, Anam, & Sitowing, 

2019). Tujuan pelaporan ini untuk 

menghindari terjadinya praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat (Manalu, 2019). Acara ini akan 

membahas mengenai peraturan yang 

mengatur mengenai aksi korporasi yang 

harus ditaati. Acara ini juga 

membagikan sanksi-sanksi jika pelang-

garan terhadap peraturan-peraturan 

tersebut. Pembicara membagikan 

pengetahuan mengenai peraturan yang 

terkini serta pengalaman dalam 

mendampingi korporasi yang melakukan 

aksi.  Para karyawan perbankan dapat 

belajar mengenai perkembangan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang hukum bisnis. Cakupan hukum 

bisnis sangat luas (Gunadi, Johan, & 

Aprilia, 2021). Acara ini membahas 

beberapa contoh kasus untuk 

memberikan gambaran kepada para 

pimpinan bank. Lokasi kegiatan peserta 

di kantor bank masing-masing di seluruh 

Indonesia dan pembicara ada di lokasi 

masing-masing. 

 

 

METODE 

  

Metode penyampaian pelatihan 

melalui Webinar melalui media Zoom 

(Putra, Artana, Utami, & ..., 2021). 

Metode Webinar ini menjangkau 

seluruh pimpinan cabang Bank Sinar 

Mas di Indonesia. Pelaksanaan Acara 

Webinar diselenggarakan pada tanggal 

22-23 December 2021, Pukul 15.00-

20.00 wib, oleh Assoc. Professor Dr. 

Ariawan Gunadi, SH, MH, Asst. 

Professor Dr. Suwinto Johan, SE, MM, 

MH, dan praktisi hukum bisnis di 

Indonesia. Webinar diselenggarakan 

dengan tujuan memberikan kebebasan 

dan waktu santai yang sesuai kepada 

karyawan dari seluruh cabang bank di 

Indonesia. Acara ini dipandu oleh 

Master of Ceremony (MC) oleh salah 

seorang mahasiswa dan moderator yang 

juga merupakan salah seorang 

mahasiswa. 

Adapun promosi dilakukan oleh 

bagian pelatihan sumber daya manusia. 

Adapun brosur Webinar sebagaimana 

ditampilkan pada Gambar 1. Metode 

diskusi ini akan memberikan 

kesempatan kepada para peserta untuk 

menanyakan langsung pengalaman dari 

pembicara. Dengan diskusi langsung 

mengenai hambatan-hambatan yang 

dialami dalam kegiatan sehari-hari. 

Selain itu, diskusi interaktif akan lebih 

menarik bagi para peserta dibandingkan 

dengan membaca atau mendengarkan 

saja. 

 

 
Gambar  1. Brosur Kegiata 

 

 

PEMBAHASAN 

 

 Adapun gambaran peserta dan 

kegiatan di webinar adalah terlampir di 

gambar 2. Pembicara menyajikan 

pembahasan dalam bentuk powerpoint 

and memberikan kesempatan diskusi 

dan tanya jaawb kepada peserta. 

Pembicara juga melakukan tinjauan 

terhadap beberapa ide kegiatan aksi 

korporasis. 

Para pembicara membahas 

mengenai berbagai peraturan yang 
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terkait dnegan Undang Undang No. 40 

Tahun 2007 terkait dengan Perseroan 

Terbatas. Pembahasan fokus pada hal-

hal yang terkait dengan aksi korporasi 

yang berhubungan dengan industri 

perbankan. Pembahasan UU PT juga 

dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai Undang Undang Cipta Kerja 

(UU CK). UU CK merupakan hal yang 

baru bagi para praktisi. Pembicara 

memperkenalkan implikasi UU CK 

terhadap industri keuangan, terutama 

perbankan. 

Topik lainnya dibahas megenai 

landasan pendirian perseroan 

perorangan yang dikaitkan dengan 

perusahaan rintisan (start up). Pendirian 

perusahaan rintisan ini juga dikaitkan 

dengan Undang Undang ITE dan 

rencana undang-undang perlindungan 

data pribadi (UU PDP). Pembicara 

menjelaskan implikasi UU PDP dan hal-

hal yang harus diperhatikan dalam 

transaksi ITE untuk perusahaan rintisan 

di industri teknologi. 

Pembahasan berikutnya 

dikaitkan dengan pengunaan nominee. 

Penggunaan nominee  telah terjadi pada 

beberapa transaksi. Pembahasan 

mengenai penggunaan nominee  

investasi dikaitkan dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan terutama terkait 

dengan nama pemegang saham 

pengendali sebuah entitas keuangan. 

Penggunaan nominee merupakan sebuah 

hal yang dilarang dalam praktek 

keuangan di Indonesia. Namun, banyak 

transaksi keuangan termasuk 

pembukaan rekening bank, telah 

mempergunakan nominee. 

Selama pembahasan banyak 

pertanyaan mengenai implikasi 

peraturan dan sanksi terhadap perbankan 

terutama terkait dengan aksi korporasi 

merger akuisisi dan hal-hal yang terkait 

dengan industri keuangan dan 

penggunaan teknologi. UU CK, UU ITE 

dan rencana UU PDP juga menarik 

perhatian para peserta, khususnya 

mengenai kerahasiaan nasabah. Para 

peserta banyak menanyakan mengenai 

perubahan UU CK terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Webinar ini memberikan tugas 

pembahas kasus yang terkait dengan 

lembaga keuangan terutama kasus 

hubungan antara perusahaan teknologi 

keuangan dengan perbankan. Selain itu, 

pembahasan kasus mengenai ANT 

Financial yang menunda aksi korporasi 

karena peraturan di China. Efek-efek 

teknologi keuangan terhadap perbankan 

tradisional. Pelatihan telah membuka 

wawasan para pelaku usaha, terutama 

pimpinan perbankan mengenai peraturan 

perundang-undangan yang terakhir 

seperti UU ITE, UU CK dan rencana 

UU PDP. Para pelaku juga memperoleh 

pengetahuan mengenai teknologi 

keuangan dan usaha rintisan. 

Keterkaitan usaha rintisan dengan UU 

CK terutama mengenai perseroan 

perseroangan ditinjau dari 

pertanggunjawaban hukum pemilik. 

 

Gambar 2 Suasana Webinar 

 

SIMPULAN 

 

  Dengan pelatihan ini, para 

pimpinan bank memperoleh wawasan 
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mengenai peraturan terkait dengan aksi 

korporasi dan implikasi terhadap ban 

selaku kreditur. Para pimpinan bank 

juga memperoleh wawasan dalam 

membantu para nasabah korporasi untuk 

melakukan aksi korporasi. Kegiatan 

pelatihan telah memberikan pengkinian 

peraturan terkait dengan pasar modal. 
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